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ABSTRAK
WIWIEN SETYAWAN, E11112260, Golongan Putih Pada Pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 dibawah bimbingan H.
A. Yakub sebagai Pembimbing I dan A. Naharuddin sebagai Pembimbing
II
Pemilihan umum merupakan  salah satu pilar utama dari sebuah
demokrasi. Namun sering kali pemilu disertai dengan munculnya golongan
putih tidak terkecuali dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Bulukumba
tahun 2015. Pada pemilihan kepala daerah kabupaten bulukumba tahun
2015 angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 41%
mengalahkan suara pemenang pilkada yakni 28%. Hal tersebut membuat
penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai golput
pada pilkada Kabupaten Bulukumba tahun 2015. Penelitian ini berusaha
menemukan dan menganalisis bentuk-bentuk golput pada pemilihan kepala
daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2015 serta faktor-faktor yang
mempengaruhi masyarakat menjadi golput.
Penelitan ini dilakukan di kecamatan Gantarang kabupaten
Bulukumba. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif
dengan tipe penelitian deskriptif,analisis. Teknik yang digunakan dalam
pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara mendalam kepada
beberapa informan serta dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan
penelitian ini. Data-data yang diperoleh akan direduksi berdasarkan
keperluan, kemudian dikumpulkan dan disimpulkan untuk disajikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk golput pada
pemilihan kepala daerah kabupaten Bulukumba tahun 2015 khususnya di
Kecamatan Gantarang yakni golput pragmatis serta golput politis. Kemudian
ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya golput yakni faktor
kejenuhan, banyak pemilu yang diselenggarakan membuat masyarakat jadi
jenuh. Rasa kecewa terhadap aktor/kandidat, akibat janji-janji politik yang
tidak direalisasikan. Faktor money politik, faktor pendidikan, faktor kurangnya
kepercayaan masyarakat, faktor psikologis dan anggapan bahwa pemilu tidak
membawa. Dalam hal ini masyarakat masih kurang percaya terhadap calon
kepala daerah atau wakil calon kepala daerah, karena masyarakat
menganggap janji-janji pada saat kampanye tidak terealisasi apabila
kekuasaan sudah dimiliki mereka dan kebijakan yang diberikan jauh dari kata
memuaskan. Hal inilah yang membuat masyarakat tidak ikut memilih (golput)
pada saat pemilihan berlangsung.
Kata Kunci : Golongan Putih, Pilkada
ABSTRACT
WIWIEN SETYAWAN, E11112260, Golongan Putih pada Pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 under the guidance of
H. A. Yakub as Supervisor I and A. Naharuddin as Supervisor II
The general election is one of the main pillars of a democracy. But too
often the election accompanied by the emergence of white group is no
exception in local elections Bulukumba district in 2015. At the local elections
Bulukumba 2015 figures abstentions reached 41% over the sound of the
election winner ie 28%. This makes the writer interested to do more research
on non-voters on the elections, Bulukumba 2015. This research tries to find
and analyze the forms of non-voters in local elections Bulukumba 2015 and
the factors that influence people to be abstentions.
This research was conducted in the district Gantarang district
Bulukumba. The method used is a qualitative research method with
descriptive type, analysis. Techniques used in the data collection by
conducting in-depth interviews to several informants as well as from other
sources associated with this research. The data obtained will be reduced by
necessity, then collected and summarized for presentation.
The results showed that there are two forms of non-voters in local
elections Bulukumba district in 2015, especially in Sub Gantarang namely
abstentions pragmatic and political abstentions. Then there are several
factors that influence the occurrence of non-voters that burnout factor, many
elections held makes society so saturated. Disillusioned actor / candidates,
due to the political promises are not realized. Money political factors, factors
of education, lack of public confidence factors, psychological factors and the
assumption that the election did not bring. In this case the public still lacks
confidence in the prospective head region or deputy regional head candidate,
because people assume promises during the campaign was not realized
when power is already owned by them and given policy is far from
satisfactory. This is what makes people not voting (abstentions) at the time of
the election.
Keywords: Abstentions, Elections
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah
demokrasi. Salah satu konsepsi modern yang menempatkan
penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai
kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai
sebuah demokrasi. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-
wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan. Partisipasi langsung
dari masyarakat merupakan pengejewantahan dan penyelenggaraan
kekuasaan politik yang absah dan oleh rakyat, keikutsertaan masyarakat
dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi
menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa
yang mereka kehendaki.
Pemilihan kepala daerah sebagai wahana menyalurkan segala
aspirasi masyarakat melalui suksesi dalam pemilihan kepala daerah,
peran warga masyarakat terutama dalam mempengaruhi keputusan politik
sangat prioritas. Dengan adanya pemilihan kepala daerah setiap individu
maupun kelompok masyarakat dapat memanifestasikan kehendak mereka
secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun. (Setiadi & Kolip: 2013;
128)
2Pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif, pilpres, maupun pemilu
kepala daerah selalu diwarnai dengan berbagai masalah, salah satunya
yaitu masalah golongan putih (golput, selanjutkan akan disebut demkian).
Istilah golput itu pertama kali muncul dalam pemilihan umum tahun 1971,
sebagai bentuk gerakan moral memprotes rezim Soeharto yang sedang
berkuasa di Indonesia. (Arifin; 2014: 76)
Beberapa ahli sering mengidentikan golput dengan apatis politik.
Apatis adalah ketidakpedulian individu terhadap aspek-aspek tertentu
dalam hal ini aktivitas politik. Morris Rosenberg mensugestikan tiga alasan
pokok untuk menerangkan apati politik. Alasan pertama, individu merasa
bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek
hidupnya. Alasan kedua, bahwa individu dapat menganggap aktivitas
politik sebagai sia-sia saja dan merasa tidak mampu mempengaruhi
proses politik. Dan alasan ketiga, perangsang politik adalah faktor penting
untuk mendorong aktivitas politik dengan tidak adanya perangsang
sedemikian itu dapat menambahkan perasaan apati. (Rosenberg; 1954:
34)
Pada hakikatnya ikut atau tidak berpartisipasi dalam pemilu dalam
hal ini pemilu untuk memilih kepala daerah masing-masing. Namun ketika
jumlah angka golput hampir mencapai  setengah dari jumlah daftar pemilih
tetap, maka hal tersebut menjadi masalah yang serius dalam proses
demokrasi. Telah diketahui sebelumnya bahwa pemilu merupakan proses
3penyerahan legitimasi oleh masyarakat kepada sosok pemimpin yang
dipilihnya.
Pemimpin akan lebih mudah menjalankan roda pemerintahan dan
proses input output dalam sistem politik dapat berjalan efektif jika
didukung pula oleh legitimasi yang kuat dari masyarakat. Namun, dalam
realitas pilkada sekarang ini justru angka golput sering menjadi pemenang
dalam suatu pilkada. Hal tersebut mengindikasikan dapat dikatakan
bahwa legitimasi terhadap calon yang terpilih digolongkan lemah sehingga
hal tersebut dapat mengganggu stabilitas politk dan proses input output
dalam sistem politik daerah tersebut tidak akan berjalan efektif sehingga
dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarkat.
Angka golput jika melebihi dari jumlah suara pemenang, maka
tentunya akan sulit untuk mengatakan bahwa kemenangan calon/
kandidat adalah sudah mempresentasikan kemauan sebagian besar
masyarakat, lebih jauh lagi efek turunannya adalah sukar untuk
membangun logika tentang dukungan maksimal dari masyarakat terhadap
pemerintah yang terpilih nantinya. Angka golput yang tinggi diakibatkan
oleh beberapa hal sehingga dalam setiap pemilihan, angka partisipasi
pemilih semakin menurun.
Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten di provinsi
Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan pilkada  sebanyak 3 kali yakni
tahun 2005, 2010, dan tahun 2015. Yang menjadi fokus penulis ialah
melihat angka golput sepanjang pilkada di kabupaten Bulukumba. Dari
4data KPU, pada pilkada pertama kali di Bulukumba tahun 2005, angka
golput terhitung sebanyak 59,286 ( 22,52%) dari total daftar pemilih tetap
sebanyak 263,290.
Pada pilkada selanjutnya yaitu tahun 2010, pilkada dilangsungkan
2 putaran karena pada putaran pertama tidak ada calon yang mencapai
batas persyaratan yang harus dicapai untuk memenangkan piilkada yakni
30%, sehingga pilkada dilanjutkan pada putaran kedua. Pada pilkada
tahun 2010, angkat golput meningkat dari pilkada sebelumnya. Pada
putaran pertama angkat golput mecapai 34% dan pada putara kedua
kembali meningkat tercatat 110.511 (35,52%) pemilih yang tidak
menggunakan hak pilihnya.
Data telah yang dihimpun dari KPU Kabupaten Bulukumba pada
pemilihan pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Bulukumba
tahun 2015, menunjukan bahwa dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
kabupaten Bulukumba adalah sebesar 365.990 orang dan yang yang
menggunakan hak pilihnya sebanyak 213.862 orang. Jika dikurangi antara
jumlah DPT dengan jumlah yang menggunakan hak pilihnya, berarti ada
152.128 atau sekitar 41% orang yang tidak menggunakan hak  pilihnya.
Sedangkan perolehan suara pemenang pilkada yakni 60,517 (28,30%)
suara dan selisih suara dengan pesaing terdekatnya yaitu 5282 suara
dengan memperoleh 55,235 (25,83) suara. (www.kpu-bulukumbakab.com)
5Gambar 1 : Data Pilkada Kabupaten Bulukumba
Sumber: KPU Kabupaten Bulukumba
Melihat data diatas, jumlah DPT yang tidak memilih pada setiap
pilkada Bulukumba dimulai dari tahun 2005 sampai 2015 cenderung
meningkat drastis. Pada pilkada tahun 2010 dan 2015, jumlah pemilih
yang tidak memilih jauh mengungguli perolehan suara pemenang pilkada,
sehingga hal tersebut mengindikasikan adanya masih kekurangan dalam
sistem demokrasi itu sendiri dan menjadi masalah serius bagi pemerintah
khususnya KPU kedepannya karena selama ini masalah golput hanya
dipandang sebelah mata saja. Tingginya angka golput tentunya
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6cenderung mempengaruhi hasil pilkada. Contohnya, kandidat yang
memperoleh suara paling sedikit sebesar 16100 suara (7,53%), apabila
sebagian besar golput yang berjumlah sekitar 41 % memberikan suaranya
kepada kandidat yang memperoleh suara paling sedikit, mungkin hasilnya
akan menjadi lain. Tingginya angka golput inilah dan faktor-faktor
penyebabnya yang menjadikan penulis tertarik meniliti masalah golput
tersebut.
Angka golput yang tinggi berarti sulit mendapat dukungan dari
masyarakat secara maksimal bagi pemerintah, lebih jauh lagi dapat
mengarah kepada hilangnya legitimasi kepemimpinan. Kondisi seperti ini
sangat tidak kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah maupun
kegiatan pemerintahan.
Munculnya golput pada pilkada tahun 2015 yang lalu disebabkan
oleh beberapa faktor. Berdasarkan informasi yang diperoleh diantaranya
timbulnya rasa jenuh pada pemilih dengan pemilihan terus menerus.
Kemudian, Ada juga faktor rasional, dimana masyarakat tidak ikut memilih
karena sibuk dengan urusan masing-masing. Hal tersebut menjadikan
salah satu faktor penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai
golput pada pilkada Bulukumba tahun 2015 dan faktor-faktor yang menjadi
penyebabnya.
KPU kabupaten Bulukumba sebagai lembaga penyelenggara
sekaligus agen sosialisasi telah melakukan beberapa cara menarik minat
pemilih salah satunya yaitu  melakukan launching tahapan pemilukada
7dengan mengundang seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah,
kepolisian, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi
kemahasiswaan guna memberi sosialisasi, pemahaman serta informasi
dalam penyelenggaraan pilkada di kabupaten Bulukumba. Namun
faktanya angkat golput masih tetap tinggi dan masyarakat masih tidak
terlalu peduli untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu.
Melihat luasnya defenisi golput, dalam penulisan ini yang menjadi
fokus penulis ialah golput dalam hal ini diartikan sebagai warga Negara
yang telah berhak ikut memilih, telah mendapatkan undangan pemilih,
tahu waktu pemilihan berada ditempat dan secara sadar tidak ingin
menggunakan hak pilihnya. Kemudian, golput terbagi atas beberapa
bentuk menurut Indra J. Piliang dalam buku political explore yakni golput
ideologis, golput politis, dan golput pragmatis.
Sehubungan dengan ulasan sebelumnya, penulis tertarik untuk
meneliti masyarakat yang golput pada pilkada Bulukumba tahun 2015.
Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat sehingga tidak
menggunakan hak pilihnya pada pilkada sebagai fokus penelitian dalam
penyusunan skipsi dengan judul “Golongan Putih Pada Pemilihan
Umum Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015”
81.2. Rumusan Masalah
Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti dalam
studi upaya peningkatan partisipasi pemilih, maka penulis akan
membatasi penelitian ini pada beberapa hal :
1.2.1. Apa bentuk –bentuk golput yang muncul pada pemilihan
kepala daerah kabupaten Bulukumba tahun 2015
1.2.2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya golongan
putih pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten
Bulukumba tahun 2015?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini
bertujuan :
1.3.1. Menggambarkan dan menganalisis bentuk-bentuk golput
yang muncul pada pemilihan umum kepala daerah
kabupaten Bulukumba tahun 2015.
1.3.2. Menggambarkan dan menganalisis faktor yang
menyebabkan masyarakat menjadi golput pada pemilihan
umum kepala daerah kabupaten Bulukumba tahun 2015
91.4. Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Teoritis :
1.4.1.1 Menjelaskan secara akademik mengenai bentuk-
bentuk golput yang muncul pada pemilihan umum
kepala daerah kabupaten Bulukumba tahun 2015
1.4.1.2. Menjadi salah satu sumber tertulis mengenai
faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi
golput pada pemilihan umum kepala daerah
kabupaten Bulukumba tahun 2015
1.4.2 Manfaat Praktis :
1.4.2.1. Sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi
gelar sarjana ilmu politik pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universtias Hasanuddin.
1.4.2.2. Membantu bagi lembaga penyelenggara
pemilu,khususnya di kabupaten Bulukumba
sebagai salah satu sumber rujukan bagi
peningkatan partisipasi pemilih.
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Setiap penelitian memerlukan penjelasan titik tolak ataupun
landasan pemikirannya dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya.
Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok
pemikiran yang menggambarkan sudut mana masalah penelitian yang
akan disorot .
Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai beberapa konsep yang
akan menjadi acuan dalam penelitian ini. Selain menjelaskan konsep yang
bertujuan untuk menjelaskan maksud dari setiap hal, juga akan
dikemukakan teori ataupun pendekatan yang bisa menjelaskan fenomena
golput, akan dikemukakan pula mengenai definisi golput itu sendiri
kemudian sejarah golput di Indonesia dan beberapa konsep serta
pendekatan yang akan digunakan dalam membahas hasil penelitian yang
telah dilakukan.
2.1. Konsep Golongan Putih (Golput)
Di Indonesia orang-orang yang tidak ikut memilih disebut dengan
istilah golput (golongan putih). Istilah ini muncul tahun 1970-an, mengacu
pada sikap dan tindakan politik untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu
orde baru karena dinilai tidak demokratis. Menurut Arbi Sanit, fenomena
golput ini memiliki keterkaitan terhadap legitimasi penguasa dan legitimasi
sistem politik. (Kompas; 2004: 7)
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Menjelang pemilihan umum tahun 1977 timbul suatu gerakan di
antara beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa, untuk
memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat
yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis.
yang disebut antara lain ialah kurang adanya kebebasan-kebebasan
yangmerupakan prasyarat bagi suatu pemilihan umum yang jujur dan adil.
Untuk melaksanakan sikap ini mereka untuk tidak mengunjungi masing-
masing tempat pemilihan umum (TPS). Mereka menamakan dirinya
Golongan Putih atau Golput. (Budiardjo; 2008: 479)
Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama
zaman Orde Baru tahun 1971. Pemrakarsa sikap untuk tidak memilih itu,
antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum Imam Malujo
Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main
berdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak. (Putra; 2003: 104)
Bukan hanya memproklamasikan diri sebagai kelompok putih yang
tidak memilih, mereka bahkan mengajukan tanda gambar segilima hitam
dengan dasar putih.Namun pemilu 1971 menurut versi pemerintahan,
diikuti oleh 95 persen pemilih. Satu hal yang mencuat dari kemunculan
fenomena golput adalah merebaknya protes atau ketidakpuasan
kelompok masyarakat tertentu terhadap tidak tegaknya prinsip-prinsip
demokrasi atau penentangan langsung terhadap eksistensi rezim Orde
Baru pimpinan Soeharto.
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Menjelang Pemilu 1992, golput marak lagi sehingga bayangan
kekuatannya diidentikkan sebagai partai keempat, di samping PPP, Golkar
dan PDI. Namun jumlah pemilih pada Pemilu 1992, kembali menurut versii
pemerintah, di atas 90 persen, persisnya 91 persen. Sepekan menjelang
Pemilu 29 Mei 1997, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, selaku pribadi,
mengumumkan untuk tidak menggunakan hak politiknya untuk memilih.
Pernyataannya ini lalu dianggap sebagai kampanye terselubung kepada
massa pendukungnya untuk memboikot pemilu, meski hal itu dibantah
Megawati. Meski ada aksi PDI Perjuangan itu, jumlah pemilih pada Pemilu
1997 dilaporkan mencapai 90,58 persen. Angka 90 persen itu memang
diakui merupakan angka semu. Karena pemilu-pemilu zaman Soeharto-
disebut banyak pihak-identik dengan kecurangan demi untuk
memenangkan Golkar.Angka adalah bagian dari rekayasa yang sangat
menentukan.
Istilah golput juga memiliki arti yang sama  pada istilah abstain yang
dipakai pada pemilihan di Negara –negara barat. Abstain merupakan
istilah dalam prosedur pemilihan ketika pemilih yang memenuhi syarat
menahan diri dari pemilihan. Ini dapat terjadi dalam konteks suara publik
yang dirancang untuk memilih di antara kandidat untuk jabatan politik.
Dalam kasus tersebut, abstain biasanya menggambarkan apa yang terjadi
ketika pemilih tidakpergi ke tempat pemungutan suara pada hari
pemilihan. Abstain juga dapat terjadi dalam konteks tubuh pengambilan
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keputusan yang lebih kecil seperti legislatif, pengadilan, papan, atau
fakultas sekolah hukum. Dalam kasus ini, abstain sering tindakan lebih
tegas, menggambarkan apa yang terjadi ketika anggota muncul, dan
dengan demikian menghitung untuk tujuan mencapai kuorum, tapi
kemudian menolak untuk memberikan suara atau, di bawah beberapa
prosedur, memberikan suara "hadir" atau "abstain" (menolak untuk
memilih "ya" atau "tidak"). Tentu saja, abstain juga dapat terjadi di legislatif
saat anggota tidak muncul, sehingga gagal untuk menghitung untuk tujuan
kuorumjuga.Tapiapakah suara adalah pemilihan umum besar atau badan
pembuat keputusan kecil, abstain hanya menggambarkan kegagalan
untuk memilih salah satu alternatif
Abstain tidak menghitung suara negatif atau positif, ketika anggota
abstain, mereka berlaku menghadiri hanya untuk berkontribusi kuorum.
orang putih, bagaimanapun, dapat dihitung dalam total suara, tergantung
pada undang-undang. Dengan cara lain, suara yang sengaja dirusak agar
bisa diartikan sebagai abstain aktif. Sinilah pemilih muncul untuk pemilihan
dan membatalkan surat suara dalam beberapa cara. Karena sifat dari
abstain, hanya sengaja surat suara rusak bisa dihitung sebagai abstain
aktif.
Sikap orang-orang golput, menurut Arbi Sanit dalam memilih
memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara
penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih
sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena
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berhalangan di luar kontrolnya, kaum golput menggunakan hak pilih
dengan tiga kemungkinan. Pertama, menusuk lebih dari satu gambar
partai. Kedua ,menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, tidak
mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak
pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah hak.
Kewajiban mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah menggunakannya
secara bertanggungjawab dengan menekankan kaitan penyerahan suara
kepada tujuan pemilu, tidak hanya membatasi pada penyerahan suara
kepada salah satu kontestan pemilu.
Berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan
sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak
memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang
berhalangan hadir di Tempat Pemilihan Suara (TPS) hanya karena alasan
teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis
dikeluarkan dari kategori golput. Begitu pula persyaratan yang diperlukan
untuk menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas
ke TPS tanpa maksud yang jelas. Pengecualian kedua golongan ini dari
istilah golput tidak hanya memurnikan wawasan mengenai kelompok itu,
melainkan juga sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya
pengaburan makna, baik di sengaja maupun tidak.
Dalam buku political explore Indra J. Piliang (2012 : 546)
menyatakan bahwa golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk
perlawanan atas partai-partai politik dan calon presiden-wakil presiden
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yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian golput. Dia
membagi golput menjadi 3 bagian yaitu: Pertama, golput ideologis, yakni
segala jenis penolakan atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari
ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam
gerakan anti-state, ketika state dianggap hanyalah bagian korporatis dari
sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat.
Kedua, golput pragmatis, yakni golput yang berdasarkan kalkulasi
rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih,
tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-
setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara
percaya dan tidak percaya. Ketiga, golput politis, yakni golput yang
dilakukan akibat pilihan-pilihan politik.Kelompok ini masih percaya kepada
negara, juga percaya kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat
preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian
merugikan mereka.
Menurut Mufti Mubarak, bagi masyarakat,sikap golput lebih
dianggap sebagai bentuk perlawanan atas parpol dan para kandidat yang
tidak sesuai dengan aspirasi. Sedangkan disisi kandidat,golput akan
melemahkan legitimasi mereka kelak ketika berada di lembaga
pemerintah. (Efriza; 2012: 541)
Eep Saefulloh Fatah juga telah merangkum sebab-sebab orang
untuk golput, diantaranya adalah:
16
1. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir ke
tempat pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga suaranya
dinyatakan tak sah, atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan
teknis pendataan penyelenggara pemilu.
2. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari
kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan
membawa perubahan dan perbaikan. Golput politis terdiri atas beberapa
kelompok, antara lain tak punya pilihan, tak percaya formalitas sekalipun
bersahabat dengan elitism, dan tak percaya formalitas sekaligus elitism.
Dalam hal ini berbeda dengan golput teknis yang nirmotif politik, mereka
menjadikan golput sebagai ekspresi politik sebagai berikut:
- mereka yang mengaku taka da satupun kandidat yang sesuai dengan
harapannya dank arena itu tak mau mencoblos
-begitu pula mereka yang anti kepada hal-hal formal (partai,pemilu,
parlemen, pemerintah) dank arena itu tidak mau ikut. Kelompok ini
terbelah lagi menjadi dua sub bagian yaitu : (1) yang anti formalism sambil
tetap beraktifitas diwilayah elitis (menjadi komentator radio, dan TV,
mengajar di perguruan tinggi, melakukan aktivitas di kalangan menengah
kota); (2) yang antiformalisme sekaligus antielitisme. Contoh golput jenis
terakhir adalah aktivis disejumlah kota yang memilih bekerja ditengah
komunitas bawah-miskin-tertinggal-teraniaya dan tidak mau ikut pemilu
karena demokratisasi sekedar arena permainan elite menggunakan arena
dan kendaraan formal
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Bagaimanapun, golput politis tak permanen. Mereka berhenti
menjadi golpt manakal pilihan tersedia atau demokratisasi mencapai
kemajuan berarti sehingga tak lagi hanya bertumpu pada lembaga formal
serta semakin egalitarian dan partisipatoris
3. Golput ideologis, merupakan golput yang cenderung permanen. Bagi
mereka, golput bukan hanya sekedar ekspresi politik, melainkan
terutama perwujudan keyakinan ideologis.
-disayap kiri, terdapat golput ideologis yang menolak berpartisipasi
dalam pemilu sebagai konsekuensi dari penolakan mereka atas
demokrasi liberal.Bagi mereka, pemilu dan demokrasi liberal adalah
anak kandung kapitalisme yang memproduksi kesenjangan,
eksploitasi, dan ketidakadilan.
- disayap kanan, tersedia golput ideologis dari kalangan
fundamentalisme agama terutama islam. Menurut mereka, demokrasi
dan pemilu bertentangn dengan syariat agama, pemilu menyerahkan
kedaulatan kepada rakyat, kepada manusia, padahal Tuhan yang
berhak memiiikinya.
yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat
didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau alasan politik-
ideologi lain.
Sedangkan menurut Novel Ali (1999 : 22) di Indonesia terdapat dua
kelompok golput. Pertama, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka
yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik,
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tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan
politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya
sampai tingkat deskriptif saja.
Kedua, adalah kelompok golput pilihan.Yaitu mereka yang tidak
bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar
karenaalasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik
yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi
politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka
mengkehendaki pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan
lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi disbanding
golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang
tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat
evaluasi.
Dalam buku Political Explore (Efriza; 2012: 534), beberapa ilmuan
mendefinisikan golput, yang pertama yaitu menurut Irwan H.Dulay dia
mengatakan golongan putih diakronimkan menjadi golput adalah
sekelompok masyarakat yang lalai dan tidk bersedia memberikan hak
pilihnya dalam even pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada
pemilihan legislative, pilpres, pilkada maupun pemilihan kepala desa.
Golput disebut juga dengan abstain atau blanko pada even pemilihan
terbatas pada suatu lembaga, organisasi atau perusahaan.
Menurut B.M Wibowo, golput ialah sebagian kelompok orang yang
tidak menggunakan haknya untuk memilih salah satu partai peserta
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pemilu. Selanjutnya,ia juga berpendapat, golput adalah sebutan bagi
orang atau kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam
pemilu untuk menentukan pemimpinnya. Menurut Susan Weich,
ketidakhadiran seseorang dalam pemilu berkaitan dengan kepuasan atau
ketidakpuasan pemilih. Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan
tidak menghadiri pemilu tentu ia akan tidak hadir ke bilik suara, begitu pula
sebaliknya. Disamping itu, ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi
untung rugi. Kalau seseorang merasa lebih beruntung secara financial
dengan tidak hadir dalam pemilu, tentu ia akan lebih suka melakukan
pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Menurut Muhammad asfar, dia
mengatakan batasan perilaku nonvoting tidak berlaku bagi para pemilih
yang tidak memilih karena faktor kelalaian atau situasi-situasi yang tidak
bisa dikontrol oleh pemilih, seperti karena sakit atau kondisi cuaca
termasuk sedang berada disuatu wilayah tertentu seperti tempat terpencil
atau di tengah hutan yang tidak memungkinkan untuk memilih, dalam
konteks semacam ini, nonvoting adalah suatu sikap politik yang tidak
menggunakan hak pilihnya pada saat hari H Pemilu karena faktor tidak
adanya motivasi .
Golput dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan non-
voter. Terminologi ini menunjukan besaran angka yang dihasilkan dari
event pemilu diluar voter turn out. Louis Desipio, Natalie Masuoka dan
Christopher Stout (2007) mengkategorikan Non–Voter tersebut menjadi
tiga ketegori yakni ; (a) Registered Not Voted ; yaitu kalangan warga
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negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak
menggunakan hak pilih, (b) Citizen not Registered ; yaitu kalangan warga
negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak
memiliki hak pilih dan (c) Non Citizen ; mereka yang dianggap bukan
warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih.
(Sanit; 1992 )
2.2. Konsep Partisipasi
Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indicator
implementasi menyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah
oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan
mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi
politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta
melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan.Sebaliknya tingkat partisipasi
politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang
menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan
kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan
dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.
Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi
politik.Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian
yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan
syarat mutlak bagi partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam
bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang memaknai partisipasi
politik sebagai:
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By political participation we mean activity by private citizens
designed to ent decision-making. Participation may be individual or
collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic,
peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective.
(partisipasi politik adalah kegiatan wargaNegara yang bertindak
sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksuduntuk mempengaruhi
pembuatan keputusan oleh Pemerintah.Partisipasi bisa bersifat
individual atau kolektif, terorganisir atauspontan, mantap atau
sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal,
efektif atau tidak efektif.)
Definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan
politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak
suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi
pembuatan kebijakan politik oleh Pemerintah dalam konteks berperan
serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi merupakan salah
satu aspek penting demokrasi.Partisipasi merupakan taraf partisipasi
politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang
bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang bersifat
tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah.Wahyudi
Kumorotomo mengatakan, “Partisipasi adalah berbagai corak tindakan
massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal
balik antara pemerintah dan warganya.”
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Partisipasi adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-
pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh
pemerintah, partisipasi bisa bersifat pribadi-pribadi atau kolektif,
terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau
dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.” Lebih jauh
dia mengingatkan bahwa secara umum corak partisipasi warga negara
dibedakan menjadi empat macam, yaitu : pertama,  partisipasi dalam
pemilihan (electoral participation), kedua, partisipasi kelompok (group
participation), ketiga, kontak antara warga negara dengan warga
pemerintah (citizen government contacting) dan keempat, partisipasi
warga negara secara langsung. Bentuk partisipasi politik dilihat dari segi
kegiatan dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Partisipasi aktif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi
masukan dan keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan warga
negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum,
mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan
kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk
meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut srta dalam
kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.
2. Partisipasi pasif, bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi
keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan mentaati
peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap
keputusan pemerintah. Selain kedua bentuk partisipasi diatas tetapi
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ada sekelompok orang yang menganggap masyarakat dan sistem
politik yang ada dinilai telah menyinggung dari apa yang dicita-citakan
sehingga tidak ikut serta dalam politik. Orang-orang yang tidak ikut
dalam politik mendapat beberapa julukan, seperti apatis, sinisme,
alienasi,
dan anomie.
1. Apatis (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau
tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala.
2. Sinisme menurut Agger diartikan sebagai kecurigaan yang busuk
dari manusia, dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan
yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi politik
dalam bentuk apa pun sia-sia dan tidak ada hasilnya.
3. Alienasi menurut Lane sebagai perasaan keterasingan seseorang
dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berpikir
mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang
lain untuk orang lain tidak adil.
4. Anomie, yang oleh Lane diungkapkan sebagai suatu perasaan
kehidupan nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu
mengalami perasaan ketidakefektifan dan bahwa para penguasa
bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan
dan hilangnya urgensi untuk bertindak.
Maka dengan tidak adanya perangsang politik yang sedemikian,
hal itu membuat atau mendorong kearah perasaan yang semakin besar
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bagi dorongan apati.Disini individu merasa bahwa kegiatan bidang politik
diterima sebagai yang bersifat pribadi sekali daripada sifat politiknya.Dan
dalam hubungan ini, individu merasa bahwa kegiatan-kegiatan politik tidak
dirasakan secara langsung menyajikan kepuasan yang relative kecil.
Dengan demikian partisipasi politik diterima sebagai suatu hal yang sama
sekali tidak dapat dianggap sebagai suatu yang dapat memenuhi
kebutuhan pribadi dan kebutuhan material individu itu.
2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Memilih ( Golput )
Penjelasan teoritis terhadap perilaku golput/nonvoting pada
dasarnya juga tidak jauh berbeda dengan pendekatan-pendekatan
perilaku pemilih diatas. Dengan mengutip Ashenfelter dan Kelley (1975),
Burnham (1987), Powell (1986) dan Downs (1957), Moon menguraikan
bahwa secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan
kehadiran pemilih atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilu.
Pendekatan pertama menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi.
Sementara itu, pendekatan kedua menekankan pada harapan pemilih
tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau
tidak hadir dalam memilih. Hanya saja, kedua pendekatan tersebut
didalam dirinya sama-sama memiliki kesulitan dan mengandung
kontroversi masing-masing. Berikut ini akan dipaparkan beberapa
penjelasan teoritis atau beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang
berperilaku tidak memilih yaitu faktor sosial ekonomi, faktor sosiologis dan
faktor rasional
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2.3.1. Faktor Sosial Ekonomi
Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai variabel
penjelasan perilaku non-voting selalu mengandung makna ganda. Pada
satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai
variabel independen untuk menjelaskan perilaku non-voting
tersebut.Namun, pada sisi lain, variabel tersebut juga dapat digunakan
sebagai indikator untuk mengukur karakteristik pemilih non-voting itu
sendiri. Setidaknya ada empat indikator yang bisa digunakan mengukur
variabel status sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan, tingkat
pendapatan, pekerjaandan pengaruh keluarga.Lazimnya, variabel status
sosial-ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun
dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama
variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan
perilaku non-voting. Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan
dengan kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan
berhubungan dengan ketidakhadiran pemilih.
Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi
berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih, seperti
dijelaskan Raymond F Wolfinger dan steven J.Rossenstone  (Efriza; 2012:
544) yaitu :
1. Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih mengahargai partisipasi warga. Para
pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang berkaitan
langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat
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kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada
lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan
langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Para pegawai negeri
atau pensiunan, menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi
dibanding dengan yang lain. Sebab, mereka sering terkena langsung
dengan kebijakan pemerintah, seperti misalnya kenaikan gaji, pemutusan
hubungan kerja, dan sebagainya. Begitu pula para pensiunan yang sangat
berkepentingan langsung dengan berbagai kebijakan pemerintah,
khususnya tentang besarnya tunjangan pensiun kesehatan, kesejahteraan
atau tunjangan-tunjangan lainnya.
2. Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk
mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping menginginkan
seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran
maupun pemilihan. Dalam sebuah tuilisannya, Wolfinger dan rossestone
menjelaskan sebagai berikut, disekolah dan perkuliahan,kita belajar
mengenai system politik dan bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup
kita,dan diterangkan untuk menekanteman sebayannya untuk
berpartisipasi dalam proses politik dan suatu perolehan dari rasa
keberhasilan, dari mengambil alih takdir kita. Segala pengaruh ini
mempengaruhi kita untuk memberikan suara. Yang kurang berpendidikan
dengan perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik karena
kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu proses politik,
ketidakpedulian atas hubungannya terhadap kehidupan mereka, dan
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kekurangan kemampuan mereka perlu dihadapkan pada aspek-aspek
birokratik dari memilih dan mendaftar.
Tingginya tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang berpendidikan
dan berpenghasilan tinggi. Hasil temuan Verba dan Nie menyimpulkan
“the best knows about turnout is that citizens ofhigher social and
economics status participate more in politics...” ( yang utama tentang
kehadiran bahwa warga Negara yang status social dan ekonomi lebih
berpartisipasi politik...). Penjelasan diatas menunjukkan hubungan yang
meyakinkan antara tingkat status social ekonomi dengan kehadiran atau
ketidakhadiran pemilih.
2.3.2. Faktor Psikologis
Penjelasan nonvoting dari faktor psikologis pada dasarnya
dikelompokkan dalam dua kategori.Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri
kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian.
Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku nonvoting disebabkan oleh
kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman,
perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi,
dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran
atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab, apa yang
diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan
kepentingan peroragan secara langsung, betapapun mungkin hal itu
menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.
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Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai
kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari
percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan
kepentingannya.Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahir
bahkan lebih bersifat keturunan dan muncul secara konsisten dalam
setiap perilaku. Faktor lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri
kepribadian ini adalah kefektifan personal (personal effectiveness), yaitu
kemampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk memimpin
lingkungan di sekitarnya. Misalnya, seberapa jauh seseorang merasa
mampu memimpin teman-teman sepermainan, organisasi-organisasi
sosial, profesi atau okupasi di mana mereka bekerja, dan sebagainya.
Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitikberatkan faktor
orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku
nonvoting disebakan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara
konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi.
(Sherman& Kolker; 1987: 208)
Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan
atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara
sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan
politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnyasosialisasi atau rangsangan
(stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktivitas politik
tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung.Anomi
merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktivitas
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politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin
mampu mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik.
Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak
mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik
seringkali berada diluar kontrol para pemilih. Sebab, para terpilih biasanya
menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai
keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka berada jauh di luar
jangkauan para pemilih. Perasaan powerlessness inilah yang disebut
sebagai anomi.Sedangkan alienasi berada di luar apatis dan
anomi.Alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang
merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah
dianggap tidak mempunyai pengaruh terutama pengaruh baik terhadap
kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap sebagai sesuatu
yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika
perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk
alternatif aksi politik, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, demonstrasi
dan semacamnya.
2.3.3. Faktor Rasional
Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk
kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos”
memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang
diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada.
Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak
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mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat
pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk
membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama
untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.
Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan
politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh
ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja
mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-
variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik
seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam
mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu,
pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak
terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak.
Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang
dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang
bisamembawa perubahan yang lebih baik. Atau ketidakpercayaan
masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan
sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan
menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih.
Berdasarkan pendekatan ini Him Helwit mendefinisikan perilaku
pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung
pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan
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keputusan lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh dari
faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusannya. (Asfar; 2004: 35)
Faktor pilihan rasional telah diungkapkan sebelumnya oleh Olson (
1971 ) dan Down ( 1957 ) , “ tidak adanya kemauan mayoritas orang untuk
berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka .
Pertanyaannya yang akan diajukan individu yang rasional ketika
mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi adalah : „ Apa yang akan
saya peroleh dari tindakan partisipasi ini, dan apa yang tidak akan saya
peroleh jika saya tidak melakukannya? „ dalam suatu masyarakat yang
jumlahnya jutaan , jawabannya hampir selalu berupa : “ tidak ada.”ini
adalah scenario “ free rider “ ( pengguna layanan public yang tidak mau
memenuhi kewajibannya ) ketika non partisipasi merupakan opsi yang
palingrasional. Hal ini menjadikan olson sampai pada kesimpulan bahwa „
individu yang rasional dan mementingkan kepentingan sendiri tidak akan
bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum dan kelompok.(Efriza;
2012: 516)
2.4. Kerangka Pemikiran
Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk golput atau
tidak golput secara garis besar dibedakan atas 3 bagian, yaitu faktor
Sosial ekonomi, menyangkut masalah latar belakang sosial maupun
keadaan ekonomi pemilih, Faktor Psikologis menyangkut masalah cirri
kepribadian sesorang atau kedekatan kepribadian seseorang terhadap
calon atau kandidat, Selanjutnya faktor rasional menyangkut rasionalitas
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pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan untung dan rugi serta
pertimbangan – pertimbangan yang matang. Seluruh faktor diatas akan
saling mempengaruhi dan mengambil peran dalam diri seseorang
sebelum akhirnya orang itu memutuskan untuk menjadi golput faktor-
faktor di atas di kumpulkan melalui, wawancara maupun pengamatan di
lapangan dianalisis untuk mengetahui faktor apa yang menentukan atau
mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi golput atau
tidak golput.
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2.5. Skema Pemikiran
BAB III
Faktor-Faktor Yang
Menyebabkan
Masyarakat
menjadi Golput
-
Golput
Bentuk-Bentuk
Golongan Putih
Pilkada
Bulukumba
Tahun 2015
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METODE PENELITIAN
3.1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlangsung di Kabupaten Bulukumba kecamatan
Gantarang.Pemilihan lokasi secara sengaja mengingat lokasi adalah
daerah dengan penduduk terpadat di kabupaten Bulukumba, serta
merupakan kecamatan dengan angka golput tertinggi pada pemilihan
kepala daerah kabupaten Bulukumba tahun 2015.
Adapun waktu yang digunakan / ditargetkan unjtuk penelitian ini
adalah selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
3.2. Tipe Dan Dasar Penelitian
Tipe penelitian adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang
menjelaskan mengenai gambaran golput pada pemilihan umum kepala
daerah kabupaten Bulukumba tahun 2015 serta faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya golput.Keadaan atau peristiwa yang berkaitan
dengan partisipasi politik masyarakat yang kemudian menimbulkan golput
dalam setiap pilkada.
Dasar penelitian yang digunakan yaitu penelitian secara kualitatif,
hal ini dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif
berupa buku,dan artikel baik dari media massa,jurnal maupun website
yang memberikan informasi tentang bagaimana partisipasi politik dan
perilaku masyarakat yang terkait golput. Tipe penelitian adalah deskriptif
analisis yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan atau peristiwa
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yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat yang kemudian
menimbulkan golput dalam setiap pilkada.
3.3. Sumber Data
3.3.1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dilapangan, melalui
observasi dan wawancara dengan informan-informan kunci.
3.3.2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui telaah
pustaka melalui buku, jurnal, koran dan sumber informasi lainnya yang
erat kaitannya dengan masalah penelitian ini.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
3.4.1. Wawancara Mendalam
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara
melakukan wawancara mendalam (indeep interview) dengan
menggunakan pedoman wawancara (interview guide) untuk menjaga
fokus penelitian. Sementara yang akan menjadi informan kunci (key
Informant) dalam penelitian ini adalah:
Beberapa informan representatif warga kabupaten Bulukumba
khususnya di kecamatan Gantarang.Teknik pemilihan Informan dalam
penelitian ini yaitu dengan mengunjungi ketua-ketua PPS maupun TPS
desa guna mengambil data warganya yang telah diberikan undangan
memilih namun tidak menggunakan hak pilihnya.
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3.4.2. Arsip/Dokumen
Arsip atau dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang
berkaitan dengan fokus penelitian selanjutnya juga akan dijadikan sumber
data dalam penelitian ini. Dokumen yang dimaksud dapat berupa
dokumen tertulis seperti laporan kegiatan, gambar atau foto, film audio-
visual, serta berbagai tulisan ilmiah yang dapat mendukung penelitian.
3.5. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan
pengumpulan data.Pada tahap analisis data, penulis telah melakukan
beberapa tahap agar menghasilkan kesimpulan akhir yang baik dan
mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Pada tahap awal penulis telah
melakukan proses pengumpulan data mentah, dengan menggunakan alat-
alat yang perlu seperti alat perekam alat tulis, serta alat-alat yang lain
yang membantu dalam proses wawancara. Pada tahap ini penulis telah
melakukan pula proses penyeleksian, penyederhanaan, pemfokusan dan
pengabstraksian data dari data yang terkumpul. Proses ini telah penulis
lakukan dengan lebih mudah pada saat penelitian karena telah membuat
singkatan, kategorisasi, memusatkan tema serta menentukan batas-batas
permasalahan yang diajukan kepada para informan. Reduksi data
diperlukan sebagai analisis yang akan menyeleksi, mempertegas dan
membuat fokus serta membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur
secara tersusun sesuai tema sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.
Pada tahap selanjutnya, setelah penulis memperoleh data hasil
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wawancara yang berupa rekaman, catatan dan pengamatan lainnya,
penulis telah melakukan transkrip data dari hasil data yang didapatkan
dilapangan dalam bentuk tulisan yang lebih teratur dan sistematis.
Kemudian, setelah penulis telah selesai disusun, penulis kembali telah
melakukan check terakhir dengan membaca berulang-ulang agar tidak
ada kekurangan dalam huruf tulisan serta mengamati hasil tulisan yang
telah selesai untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan bagus.
Tahap selanjutnya penulis melakukan sajian data yakni suatu
susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat
dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis dapat lebih memahami
berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu
pada analisis maupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut.
Sajian data diperoleh  dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan
analisis data secara mendalam terhadap data yang telah direduksi,
dikategorisasi dan dicheck akhir antara satu sumber data dengan sumber
data lainnya. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan mudah
dipahami dan dimengerti oleh pembaca.
Pada tahap akhir penulis melakukan penyimpulan akhir, penulis
telah membaca ulang dari data awal yang telah didapatkan sampai data
terakhir yang diperoleh agar dalam penyimpulan akhir tidak terjadi
kekeliruan dan masih menjrus pada pokok permasalahan yang telah ada
pada rumusan masalah.Pada tahap penyimpulan akhir, penulis telah
mengulang langkah satu sampai enam berkali-kali, sebelum mengambil
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kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian. Penelitian berakhir ketika
penulis sudah merasa bahwa data sudah jenuh (saturated) dan setiap
penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba
Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang
mengorbankan harta, darah, dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba
terhadap Kolonial Belanda dan Jepang menjelang Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 diawali dengan
terbentuknya “Barisan Merah Putih” dan “Laskar Brigade Pemberontakan
Bulukumba Angkatan Rakyat”.
Dari sisi budaya Bulukumba telah tampil menjadi sebuah “legenda
modern”, dalam kancah percaturan kebudayaan nasional. Bahkan melalui
industri budaya dalam bentuk perahu baik itu perahu jenis phinisi,
padewakkang, lambo, pajala, maupun jenis lepa-lepa yang telah berhasil
mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional. Kata layar memiliki
pemahaman terhadap adanya subyek yang bernama perahu sebagai
suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba.
Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai
dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5
Tahun 1978 tentang Lambang Daerah. Akhirnya setelah dilakukan
seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr.
H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari
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jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten
Bulukumba. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi
daerah  tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten
Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari
1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan Bupati Pertama yaitu Andi
Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.
Organisasi yang terkenal dalam sejarah perjuangan ini, melahirkan
pejuang yang berani mati menerjang gelombang dan badai untuk merebut
cita-cita kemerdekaan sebagai wujud tuntutan hak asasi manusia dalam
hidup berbangsa dan bernegara. Peresmian Bulukumba menjadi sebuah
nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang–Undang Nomor 29 Tahun
1959, tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5
Tahun 1978, tentang Lambang Daerah.
Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal
28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli
sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba,
yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
1994. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah
tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh
DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan
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selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada
tanggal 12 Februari 1960.
4.2. Keadaan Geografi
Kabupaten Bulukumba berada di 153 Km dari Makassar Ibukota
Provinsi Sulawesi Selatan terletak di bagian selatan dari jazirah Sulawesi
Selatan dengan luas wilayah kabupaten 1.154,67 km² atau 1,85% dari
luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara kewilayahan
Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran
tinggi pada kaki gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah,
pantai dan laut lepas.
Gambar 2: Luas wilayah tiap kecamatan
Sumber: BPS Bulukumba
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Kabupaten Bulukumba terletak diantara 05º20´ - 05º40´ LS dan
119º58´ - 120º28´ BT dengan batas-batas yakni:
- Sebelah utara berbatasan Kabupaten Sinjai;
- Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone dan Pulau Selayar
- Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores;
- Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng;
Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan
Ujungbulu (Ibukota Kabupaten), Gantarang, Kindang, Rilau Ale,
Bulukumpa, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 7
diantaranya termasuk daerah pesisir sebagai sentra pengembangan
pariwisata dan perikanan yaitu kecamatan: Gantarang, Ujungbulu, Ujung
Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 3 Kecamatan sentra
pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu kecamatan: Kindang,
Rilau Ale dan Bulukumpa. Kabupaten Bulukumba juga mempunyai 2 (dua)
buah pulau yang terdapat pada wilayah Desa Bira Kecamatan
Bontobahari yakni Pulau Liukang Loe (berpenghuni) dan Pulau Kambing
(tidak berpenghuni).
Secara keseluruhan panjang garis pantai 128 km dengan luas laut
+204,83 km2 sangat menunjang Kabupaten Bulukumba sebagai daerah
bahari/maritim dengan potensi unggulan perikanan dan kelautan. Dari 10
kecamatan yang ada, semua dapat ditempuh dengan mudah dan ditunjang
dengan infrastruktur jalan kabupaten yang memadai. Kecamatan yang terjauh
dari ibukota kabupaten yakni Kecamatan Kajang
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4.3. Keadaan Pemerintahan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Bulukumba Periode 2009-2014 terdiri dari 40 orang yang meliputi: 1 orang
Ketua DPRD, 2 orang Wakil Ketua, 4 orang Ketua Komisi, 4 orang Wakil
Ketua Komisi, 4 orang Sekretaris Komisi (masing-masing untuk Komisi A,
B, C, dan D), dan anggota Komisi masing-masing: Komisi A, B, dan C
sebanyak 6 orang, serta Komisi D sebanyak 7 orang.
Berdasarkan fraksinya maka keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba terdiri dari:
1. Fraksi Partai Golkar sebanyak 25 orang yang terdiri dari: 4 orang dari
Golkar, 3 orang dari PSI, 3 orang dari Partai Hanura, 2 orang dari PKPB, 2
orang dari PDK, 2 orang dari PBR, 2 orang dari PPP, 1 orang dari PKB, 1
orang dari PDB, 1 orang dari Barnas, 1 orang dari PPI, 1 orang dari PBB,
1 orang dari PKP dan 1 orang dari PKNU
2. Fraksi PAN sebanyak 6 orang yang terdiri dari: 4 orang dari PAN dan 2
orang dari Partai Buruh
3. Fraksi Partai Demokrat sebanyak 5 orang yang terdiri dari 4 orang dari
partai Demokrat dan 1 orang dari PPRN
4. Fraksi Bulukumba Bersatu sebanyak 4 orang yang terdiri dari 2 orang
dari Partai Patriot, 1 orang dari PKPI, 1 orang dari Partai Kedaulatan
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Tabel 1: Data jumlah desa, kelurahan,lingkungan, dusun
Sumber:BPS Bulukumba
Kabupaten Bulukumba mempunyai wilayah administrasi yang terdiri
dari 10 kecamatan dan 136 desa/kelurahan yang terdiri dari 109 desa dan
27 kelurahan, terdapat 18 desa/kelurahan swadaya, 16 desa/kelurahan
swakarya dan 102 desa/kelurahan yang swasembada. Artinya dari 136
desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Bulukumba 75% sudah
berkualifikasi mandiri.
4.4. Visi dan Misi Kabupaten Bulukumba
4.4.1 Visi
Adapun visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba yaitu “Sejahterakan
Masyarakat Bulukumba dengan Membangun Desa, Menata Kota, melalui
Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan”.
Visi di atas dapat didefinisikan sebagai berikut:
NO KECAMATAN IBUKOTA DESA KELU
RAHAN
LING
KUNG
AN
DU
SUN
1 Gantarang Ponre 18 3 8 80
2 Ujungbulu Bulukumba - 9 31 -
3 Ujung loe Ujung Loe 12 1 4 42
4 Bontobahari Tanah Beru 4 4 13 13
5 Bontotiro Hila-hila 12 1 5 46
6 Herlang Tanuntung 6 2 10 28
7 Kajang Kassi 17 2 11 100
8 Bulukumpa Tanete 14 3 7 76
9 Rilau ale Palampang 14 1 5 57
10 Kindang Brg.
Rappoa
12 1 3 47
Bulukumba 109 27 97 489
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Membangun Desa, pembangunan yang dilaksanakan pada semua
bidang kehidupan dengan titik berat bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
Pemanfaatan potensi sumberdaya sehingga secara langsung maupun
tidak langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Menata Kota, dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan
oleh pemerintah daerah melalui penataan, pemanfaatan, dan
pengendalian ruang kota untuk mewujudkan struktur dan pola ruang kota
sebagai pusat permukiman, pemerintahan, jasa, pelayanan sosial, dan
pusat pertumbuhan ekonomi.
Kemandirian Lokal, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan potensi
sumberdaya ekonomi, politik, sosial, dan budaya secara optimal yang
memerlukan penanganan secara efisien, efektif, dan berkesinambungan
yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan hidup.
Bernafaskan Keagamaan, menegaskan bahwa agama sebagai
acuam utama dalam proses aktualisasi nilai-nilai budaya dalam rangka
proses adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis. Proses
pembangunan berjalan dengan berlandaskan pada tatanan keagamaan
yang membentuk prilaku manusia religius dengan nilai-nilai spritual dan
tetap melekat pada kehidupan masyarakat.
4.4.2.  Misi
Misi ini menggambarkan keberadaan dan penetapan tujuan dan
sasaran yang tepat serta menggambarkan keadaan yang ingin
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diwujudkan. Untuk mewujudkan pernyataan visi tersebut di atas, kami
implementasikan dalam beberapa misi, sebagai berikut:
1. Berkembangnya kapasitas masyarakat Bulukumba agar mampu
meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan dan
demokratis.
2. Mendorong serta memfasilitasi tumbuh-kembangnya kelembagaan
masyarakat pada semua bidang kehidupan dengan memberikan perhatian
utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memicu
pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
3. Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumberdaya
kabupaten sedemikian rupa, sehingga secara langsung mapun tidak
langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran
pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta berdampak positif
terhadap pengembangan kawasan sekitar.
4. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang partisipatif,
transparan, dan akuntabel.
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya terhadap
segenap aspek kehidupan kemasyarakatan.
4.5.  Keadaan Demografi
4.5.1 Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Bulukumba pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk
mencapai 435.035 jiwa, yang berada di 10 (sepuluh) Kecamatan dengan
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kepadatan penduduk 376,76 orang per Km² dan ini berarti mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2013 dengan kepadatan
penduduk 375,75 orang per Km², selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1
berikut :
Tabel 2 :Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba
Tahun 2010 – 2014
No Kecamatan 2010(jiwa) 2011(jiwa) 2012(jiwa) 2012(jiwa) 2010(jiwa)
1 Gantarang 71.158 71.741 72.183 77.276 78.468
2 Ujung Bulu 48.126 48.518 48.818 50.560 49.807
3 Ujung Loe 39.533 39.859 40.105 36.812 45.089
4 Bontobahari 23.976 24.180 24.329 28.294 28.173
5 Bontotiro 22.808 23.004 23.146 27.715 29.724
6 Herlang 24.128 24.332 24.482 31.531 29.724
7 Kajang 47.080 47.467 47.760 53.391 46.880
8 Bulukumpa 50.835 51.252 51.568 53.836 53.415
9 Rilau Ale 37.809 38.121 38.357 42.491 42.539
10 Kindang 29.815 30.057 30.242 31.967 31.850
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No Kecamatan 2010(jiwa) 2011(jiwa) 2012(jiwa) 2012(jiwa) 2010(jiwa)
Bulukumba 395.268 398.531 400.990 433.873 435.035
Sumber: BPS Bulukumba
Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Bulukumba, pada tahun 2014 perbandingan jenis kelamin perempuan
lebih banyak daripada jenis kelamin laki-laki, yakni 217.520 jiwa
perempuan dibandingkan penduduk laki-laki yakni 217.515 jiwa.
4.5.2. Kecamatan Gantarang
Gantarang adalah sebuah kecamatan di kabupaten Bulukumba,
Sulawesi Selatan. Kecamatan Gantarang adalah salah satu dari 10
kecamatan di Bulukumba. Kecamatan Gantarang awalnya menyatu
dengan kecamatan Kindang tetapi kemudian dimekarkan menjadi dua
kecamatan. Meskinpun sudah dimekarkan, kecamatan Gantarang tetap
tercatat paling banyak penduduknya diantara 10 kecamatan lainnya. Di
Kecamatan Gantarang terdiri dari 20 desa dan kelurahan
Pada pilkada Bulukumba tahun 2015 yang lalu, Kecamatan
Gantarang menjadi kecamatan sangat diperhitungkan dalam oleh kandidat
dalam memenangkan pilkada dengan jumlah DPT terbanyak dari
kecamatan lainnya. Namun disisi lain, dengan jumlah DPT yang begitu
banyak, angka golput di kecamatan gantarang juga menempati peringkat
paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain.
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Struktur Organisasi Kecamatan Gantarang
Tabel 3: Data  tentang Jumlah DPT dan Pemilih tidak Menggunakan
NO Kecamatan Jumlah DPT Pemilih tidak
Menggunakan Hak
Pilih
1 Bonto Bahari 23,692 11,855
2 Bonto Tiro 22,595 10,364
3 Bulukumpa 45,898 17,214
4 Gantarang 69,292 28,964
5 Herlang 23,471 10,887
6 Kajang 42,036 17,574
7 Kindang 27,372 9,880
8 Rilau Ale 36,255 18,763
Camat
Drs. A. Ari Arianto.AS
djdj
Sekretaris
A.Ismed A.Bube, S.Sos
Kasubag Program
Ahmad Yahya
Kasubag Keuangan
Abd. Muhar, S.Sos
Kasubag Umum
A.Syairamuna, Amk
Kasi Pemerintahan
Hj.Hidjrawaty, SE
Kasi Trantib
Asri, S.Sos
Kasi PMD
A.Jamal Marwan, S.Pd
Kasi Kessos& PP
Hj.Hawatia, SE, M.Si
Kasi Ekbang
Muh. Jufri, S.Sos
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9 Ujung Bulu 40,028 17,278
10 Ujung Loe 35,351 15,382
Jumlah 365,990 158,161
Sumber: KPU Bulukumba
4.6.  Bidang Pendidikan
Jumlah Sekolah di Kabupaten Bulukumba dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan dan hingga tahun 2013 sekolah yang ada mulai
dari tingkat kelompok bermain, taman kanak-kanak, SD,SMP, SMU dan
paket A, B, dan C sebanyak 769 buah yang terdiri dari sekolah Negeri
maupun Swasta yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba dengan jumlah murid
90.082 orang dan tenaga pengajar sebanyak 5.786 orang. Pada tahun
2013 Jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) mencapai 288 sekolah,
jumlah guru Taman Kanak-Kanak (TK) 1231 sedangkan jumlah muridnya
sebanyak 9.151 orang yang tersebar di 10 Kecamatan.
Jumlah Sekolah dasar Pada tahun 2013 sebanyak 350 buah
dengan jumlah guru 2.099 orang sedangkan jumlah murid 50.518 orang.
Pada tahun 2013 Jumlah sekolah SLTPS sebanyak 7 buah dengan jumlah
siswa 351 dan jumlah guru sebanyak 83 orang
Pada tahun 2013 Jumlah sekolah SLTAN dan sederajat 25 buah dengan
jumlah siswa sebanyak 12.143 dan jumlah tenaga pengajar 857
orang.Untuk jenjang Perguruan Tinggi terdapat 4 (empat) sekolah yang
terdiri dari 3 (tiga) Sekolah Tinggi, 1 (satu) Akademi Keperawatan dan 1
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(satu) Akademi Kebidanan yang kesemuanya dikelola oleh swasta dan
telah mempunyai alumni. Beberapa sekolah akademi telah dirintis dan
sementara beroperasi salah satu diantaranya akademi kebidanan.
4.7. Bidang Kesehatan
Berbagai peningkatan derajat kesehatan masyarakat telah dicapai
sebagai hasil dari pembangunan kesehatan, Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan (SPPK) yang dikelola pemerintah adalah dukungan
yang paling menentukan derajat kesehatan masyarakat. Rumah Sakit
Umum Daerah Kab. Bulukumba klasifikasi type C. saat ini telah
diupayakan untuk menjadikan RS klasifikasi type B. berbagai upaya yang
dilakukan diantaranya pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit,
baik panambahan ruang, penambahan alat kesehatan (alkes),
penambahan tenaga medis/para medis untuk meningkatkan pelayanan.
78 unit puskesmas/Pustu yang tersebar di 10 kecamatan baik puskesmas
rawat inap maupun non perawatan. Terdapat 528 unit Posyandu klinik
balai kesehatan 8 buah praktek dokter 72 serta 23 buah apotik.
Dalam pembangunan kesehatan diperlukan berbagai jenis tenaga
kesehatan yang memiliki kemampuan melaksanakan upaya kesehatan
dengan paradigma sehat, yang mengutamakan upaya peningkatan
pemeliharaan kesehatan serta pencegahan penyakit.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dianalisis data yang diperoleh melalui
Wawancara Langsung kepada Beberapa Informan di Kecamatan
Gantarang Kabupaten Bulukumba, terdiri dari masyarakat biasa hingga
tokoh masyarakat. Data yang akan disajikan dan dianalisis adalah Bentuk-
bentuk golongan putih pada pilkada Kabupaten Bulukumba dan faktor-
faktor yang mempengaruhi masyarakat yang telah terdaftar sebagai
pemilih tetapi tidak ikut memilih pada pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2015.
5.1. Bentuk-Bentuk Golongan Putih Yang Muncul Pada Pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015
Pada bab ini akan dianalisis data yang diperoleh melalui hasil
wawancana langsung kepada beberapa masyarakat/informan di
kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, terdiri dari masyarakat
biasa hingga tokoh masyarakat khususnya masyarakat yang golput.
Pengelompokan bentuk golput dalam penulisan ini berdasarkan bentuk-
bentuk golput menurut Indra J Pilliang yakni golput pragmatis, golput
politis, golput ideologis. Bentuk-bentuk golput yang dikemukakan oelh
Indra J Pilliang menurut penulis cocok dijadikan rujukan dan telah
mencakup bentuk-bentuk golput yang telah dikemukakan oleh beberapa
ahli pada bab sebelumnya dan relevan untuk mengurai bentuk bentuk
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golput pada pilkada Bulukumba tahun 2015. Dari pengelompokan golput
di ataslah yang akan menjadi dasar penulis dalam menemukan dan
menganalisis bentuk-bentuk golput yang muncul pada pilkada Bulukumba
tahun 2015 dan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya golput.
5.1.1. Golput politis
Irwan H.Dulay  dalam buku Political Exlpore (Efriza; 2012: 545),
bahwa golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak
bersedia hak pilihnya dalam even pemilihan dengan berbagai macam
alasan, baik pada pemilu legislative, pilpres, pilkada maupun pemilihan
kepala desa. Golput politis sendiri merupakan golput yang dilakukan
akibat pilihan-pilihan politik dengan anggapan bahwa tidak ada satupun
kandidat yang sesuai dengan harapannya.
Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bulukumba angka
partisipasi pemilih pemilih terbilang rendah, keberadaan golput tetap saja
dapat mengalahkan perolehan suara pasangan bupati terpilih. Tingginya
angka golput yang terjadi di Kabupaten Bulukumba bukan lagi hal baru,
angka partispasi pemilih ini jika dilihat dari pemilihan Bupati dan wakil
bupati pada tahun 2005 dan 2010 sampai 2015, cenderung terus
mengalami peningkatan mencapai 41% pada  pemilihan 2015 yang lau.
Pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yang
diikuti oleh 5 pasang kandidat dengan berbagai macam partai yang
mengusung banyaknya calon yang di tawarkan pada pemilihan.
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Kapasitas maupun pengalaman dari kandidat merupakan hal
menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat. Hal tersebut juga
berpengaruh dalam sikap memilih masyarakat, sesuai dengan hasil
wawancara dengan agung warga desa Bontomacinna kecamatan
Gantarang:
“Begini dek saya tidak ikut memilih kemarin karena saya melihat
calon-calon bupati yang mencalonkan belum ada yang cocok
untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Bulukumba contohnya
saja salah satu kandidat yang merupakan incumbent yang
belum bisa membawa perubahan dan calon yang lainnya saya
tidak terlalu mengenal mereka. Contohnya saja dek Bupatinya
Bantaeng, itu bupati betul-betul membawa perubahan di
Bantaeng. seandainya mencalonkan disini saya akan pilih”.
(wawancara, 22 september 2016)
Pada dasarnya setiap orang memiliki standarisasi dan bahan
pertimbangan dalam mengambil keputusan khususnya dalam
keikutsertaannya dalam pemilu. Termasuk dalam memilih pemimpin,
masyarakat sendiri memiliki figur/kandidat yang mereka harapkan.
Maupun dambakan. Namun ketika sosok pemimpin yang mereka
dambakan tidak ada, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi aktifan
mereka dalam proses pemilu. Hal ini tercermin pada wawancara diatas
dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki sikap politis yang jelas terhadap
calon yang maju di pilkada, mereka yang golput karena memiliki alasan
yang jelas. Figur yang didambakan oleh masyarakat belum tercermin
dalam pasangan calon yang mengajukan diri dalam pemilihan kepala
daerah, dari  wawancara diatas terdapat kalimat mengatakan bahwa bila
bupati bantaeng mencalonkan disini mereka akan memilih. Hal tersebut
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mengindikasikan bahwa pengalaman kandidat dalam memimpin suatu
daerah menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi masyarakat. Hal
tersebut sesuai dengan konsep golput dari Eep Saefullah (Efriza; 2012:
546), bahwa golput politis muncul akibat tidak adanya kandidat yang
sesuai harapan masyarakat dan golput ini bersifat tidak permanen,
mereka berhenti menjadi golput manakala pilihan mereka tersedia atau
demokratisasi mencapai kemajuan berarti sehingga tak lagi hanya
bertumpu pada lembaga formal serta semakin egalitarian dan
partisipatoris. Hal tersebut tersebut tercermin pada wawancara diatas
apabila calon yang mereka dambakan muncul, mereka akan ikut lagi
memilih.
Masyarakat yang cendrung golput karena merasa kandidat yang
maju bukan repsentatif mereka ,dan dampak terburuknya masyarakat
semakin apatis akan ajang pesta demokrasi. Seperti menurut Mufti
Mubarak, bagi masyarakat,sikap golput lebih dianggap sebagai bentuk
perlawanan atas parpol dan para kandidat yang tidak sesuai dengan
aspirasi. Sedangkan disisi kandidat,golput akan melemahkan legitimasi
mereka kelak ketika berada di lembaga pemerintah. Golput dalam kategori
ini seperti halnya yang dikatakan oleh Eep saefullah fatah dalam golongan
golput politis.
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5.1.2. Golput Pragmatis
Mc Closky dalam Political Explore berpendapat bahwa golput ialah
orang yang tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak
tertarik oleh atau kurang paham mengenai masalah politik. Kemudian,
golput pragmatis menurut Indra J Piliang yaitu golput yang berdasarkan
kalkulasi rasional betapa ada dan tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut
memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Terdapat juga alasan
pemilih yang enggan menggunakan hak pilihnya dengan alasan terlalu
banyak pemilu yang diselenggarakan. Terjadi kejenuhan memilih di
kalangan masyarakat yang merasa bahwa pemilu yang diadakan terlalu
banyak dan beranggapan bahwa seharusnya pemilu di laksanakan secara
serentak. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh arif salah satu
informan dari desa paenre lompoe kecamatan Gantarang .
“saya sudah sering pergi memilih dek, tidak adaji juga
perubahan saya rasa. lagi pula tidak akan kalah salah satu
pasangan calon apabila cuman saya yang tidak memilih. Tidak
terlalu penting apabila satu suara seperti saya tidak digunakan.
Tidak akan berpengaruh.” (wawancara, 26 september 2016)
Hasil wawancara tersebut menggambarkan terdapat sifat apatis
dan pesimis yang di tunjukan oleh informan. Masyarakat beranggapan
bahwa suara mereka tidak terlalu penting dalam pemilihan dan tidak akan
membawa perubahan bagi dirinya. Mereka merasa tidak akan
mempengaruhi jalannya pemilihan umum apabila hanya satu suara yang
tidak ikut dalam pemilihan hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh
Mouris Rosenberg (Rush & Althoff; 1989: 131) sebagai salah satu alasan
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mengapa seseorang enggan untuk memilih yakni mereka beranggapan
bahwa kegiatan memilih merupakan sia-sia, ikut berpartisipasi dalam
kegiatan politik tidak akan mempengaruhi pribadi mereka.
Masyarakat dalam golongan ini pula yang di maksud oleh Indra J
Piliang dalam Politikal Explore sebagai golput pragmatis, yakni masyrakat
yang mengkalkulasi untung dan rugi yang mereka peroleh bila mengikuti
pemilu. Mereka cenderung memandang setengah-setengah dalam proses
pemilu yang diselenggarakan.
5.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Munculnya Golongan Putih
pada Pemilihan  Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun
2015
Pada sub bab ini akan dibahas mengenai hasil wawancara serta
analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap faktor-faktor yang
menyebabkan munculnya golput pada pilkada Bulukumba tahun 2015
khususnya di kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba sebagai
berikut
5.2.1 Timbulnya Rasa Jenuh terhadap Pemilu
Masyarakat juga cenderung tidak memilih dikarenakan
kejenuhan yang terjadi. Banyaknya pemilu yang diselenggarakan dalam
kurun waktu yang berdekatan menjadi penyebab utama terjadinya
kejenuhan. Tidak jarang pula masyarakat yang golput bingung dengan
pemilu yang diadakan. Mereka sering beranggapan bahwa pemilu yang
diadakan sebelumnya sama saja dengan pemilu yang sedang
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berlangsung. Hal ini tergambarkan pada wawancara langsung  warga
desa bialo kecamatan Gantarang:
“terlalu banyakmi pemilihan dek, sedikit-sedikit pemilihan lagi.
Kami juga punya kegiatan lain bukan cuman memilih. Mana lagi
musim tanam padi sekarang,siapa yang mau kerja sawahku
dek, terus mengantri lama lagi di TPS. Mending saya ke sawah
lebih ada yang bisa kami dapatkan. (wawancara, 27 september
2016)
Pemilihan yang berlangsung terus-menerus mulain dari pilpres,
pileg, pilkada, pilkades menimbulkan rasa bosan dan jenuh dan tidak ada
perubahan masyarakat membuat mereka lebih mementingkan urusan
pekerjaan dibanding ikut pemilihan. Dari wawancara di atas dapat
disimpulkan bahwa terjadi kejenuhan memilih yang dirasakan masyarakat.
Juga terdapat pemikiran rasional yang dilakukan oleh pemilih bahwasanya
masih banyak kegiatan produktif yang bisa dilakukan seperti informan di
atas yang lebih memilih bekerja disawah dengan anggapan bahwa
bekerja disawah lebih membawa hasil dibanding pergi memilih.
5.2.2.  Rasa Kecewa terhadap Aktor/Parpol
Beberapa masyarakat sudah lelah dengan janji-janji yang diberikan
sebelumnya oleh para calon namun ketika telah menduduki jabtan mereka
tidak terlalu memperjuangkan yang mereka janjikan. Beberapa
masyarakat yang golput sepertinya memiliki luka tersendiri ketika mereka
memutuskan untuk tidak memilih di kemudian  harinya. Mereka memiliki
trouma tersendiri yang ditimbulkan oleh janji-janji palsu yang di berikan
oleh pasangan calon.  Hal tercermin dari wawancara denga salah satu
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informan dari desa padang kecamatan Gantarang yang hasil wawancara
sebagai berikut :
“ jujur saya katakan pada pilkada yang lalu saya lebih memiilih
golput, hal ini dikarenakan rasa kecewa pada diri pribadi saya
dimana ketika pada saat kampanye kandidat cenderung terlalu
mengumbar janji namun setelah terpilih tidak dibuktikan. Dari
segi kebijakan juga dek, kita lihat bupati-bupati yang lalu,
daerah-daerah yang diperhatikan cuman daerah yang menjadi
basis suaranya. Disini saya melihat ada kepincangan dalam
proses demokrasi kita.” (wawancara, 30 september 2016)
Janji janji politik yang terus yang diberikan oleh kandidat-
kandidat pada saat kampanye tanpa ada realisasi ketika terpilih membuat
masyarakat menjadi enggan untuk pergi memilih lagi. Hal ini disebabkan
karna rasa kecewa yang timbul akibat janj-janji kampanye yang tidak
direalisasikan ketika terpilih. Rasa kecewa tersebut lama-kelamaan akan
menimbulkan sinisme. Sinisme dalam hal ini menurut Agger diartikan
sebagai kecurigaan yang busuk dari manusia. Dalam hal ini mereka
melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya. Hal
ini tergambar pada wawancara diatas bahwa seseorang memilih tidak ikut
memilih akibat timbulnya rasa kecewa terhadap calon-calon dimana
mereka menganggap bahwa para calon datang ke daerah mereka hanya
pada saat menjelang pemilihan. Hal ini telah mereka rasakan pada
pengalaman saat pemilu-pemilu sebelumnya. Mereka sebenarnya
mengingingkan pemimpin yang selalu dekat dengan masyarakt baik
sebelum pemilihan maupun setelah menjadi bupati.
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5.2.3. Faktor Money Politik
Selain dari itu yang memicu tingginya angka Golput dikarenakan
masyarakat menghitung untung ruginya apa bila datang ke TPS untuk
memilih, Hal tersebut di perjelas oleh narasumber dari salah satu pemuda
Desa Bontomacinna , berikut hasil wawancaranya :
“jujur dek, pas pemilihan bupati yang kemarin tidak pergika
memilih soalnya sebelum pemilihan, biasanya ada tim sukses
yang masuk disini kasikan ki uang rokok sama uang bensin, tapi
kemarin tidak adami yang masuk disini kasi begitu…jadi malas
mki pergi ke TPS antri, mau lagi diisikan bensin motor, coba ada
lagi uang bensinnya mungkin beda lagi ceritanya. (wawancara,
28 september 2016)
Money politik merupakan hal yang tidak bisa dielakkan dalam
pilkada di indonesia saat ini khususnya di kabupaten Bulukumba. Money
politik memobilisasi masyarakat untuk datang ke TPS untuk memilih.
Kebiasaan menerima sesuatu juga dapat menimbulkan munculnya golput.
Hal ini ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pemuda.
Sangat jelas tergambarkan bahwa kebiasaan masyarakat yang selalu
menerima sesuatu dari kandidat telah melekat dalam masyarakat.
Masyarakat cenderung lebih mementingkan keuntungan secara langsung
yang bisa didapat dalam perhelatan pemilihan kepala daerah, yang sama
sekali tidak melihat program-program yang ditawarkan para kandidat,
fenomena seperti ini memunculkan adanya ketidak pedulian terhadap
pesta demokrasi, tanpa menyadari perilaku golput dapat mempengaruhi
siapa pemenang dari pesta demokrasi dan fenomena seperti di atas
masyarakat beralasan dari pada tidak mendapatkan imbalan lebih baik
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tidak datang ke TPS, dengan pertimbangan adanya janji-janji politik saja
yang tidak tersalurkan. Hal ini sejalan  dengan pernyataan oleh Ketua
PPK kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dan hasil wawancara
sebagai berikut:
“salah satu penyebab yang mendorong munculnya Golput pada
pilkada 2015 yang lalu yaitu: money politik itu sendiri, dimana
masyarakat telah terbiasa diberikan sesuatu oleh calon-calon
tertentu, sehingga apa bila tidak mendapat sesuatu berupa imbalan
seperti yang lalu-lalu maka mereka enggan atau malas datang ke
TPS untuk menggunakan hak pilihnya , hal ini juga dipicu karena
rendahnya pendidikan dari pemilih itu sendiri, hal ini tergambarkan
pada saat kami melakukan sosialisasi di Desa-desa maupun TPS ,
dari TPS yang meiliki Daftar Pemili Tetap berkisar kurang lebih  300
hanya puluhan yang ikut serta dalam sosialisasi. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kurangnya minat masyarakat terhadap
pemilu.” 22 september 2016)
5.2.4. Faktor Pendidikan
Beberapa informan mayoritas golput disebabkan oleh tingkat
pendidikan yang rendah, sehingga banyak ditemukan golput yang terjadi
pada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah contohnya
seperti hasil wawancara salah seorang ibu rumah tangga di kelurahan
jalanjang kecamatan Gantarang sebagai berikut
“waktu pemilihan bupati kemarin adaji bapaknya yang pergi dek,
kalau saya tinggal dirumah jaga warung, ngurus anak jadi nda
sempatka pergi. Biasaji ada masuk kampanye disini cuman
saya tidak terlalu perhatikan. kita ini dek warga biasa jki, nda
berpengaruhji kalau saya tidak pergi. Kita mengikut saja sama
bupati yang terpilih nanti..” (wawancara, 2 oktober 2016)
Faktor pendidikan sangat mempengaruhi tingkat kesadaran politik
dan tingkat analisis dari masyarakat Itu sendiri. Terlihat dari wawancara
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ibu rumah tangga diatas, menganggap kesibukannya lebih penting
dibanding dengan pergi memilih dan merasa suaranya tidak akan berarti
apa-apa. Melihat wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa informan
tersebut termasuk dalam kategori partisipasi pasif yaitu partisipasi yang
berorientasi pada hanya pada output, menerima dan melaksanakan saja
setiap keputusan pemerintah.
faktor pendidikan mempengaruhi masyarakat di Kecamatan
Gantarang untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilihan. Sebab, masyarakat
di Kecamatan Gantarang mayoritas penduduknya petani dan tingkat
pendidikan tergolong masih rendah sehingga juga mempengaruhi tingkat
kesadaran politik dari masyarakat sendiri. Tingkat pendidikan yang tinggi
menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik
tanpa rasa takut, disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-
aspek pemerintahan.
5.2.5. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat
Munculnya fenomena golput yang lahir akibat ketidak percayaan
akan janji-janji politik yang ditawarkan pada saat kampanye, tentu sikap
apatis dari masyarakat itu tentu akan menjadi masalah besar, karena
bagaimanapun pemilihan umum adalah jalan menuju sebuah kehidupan
bernegara, setidaknya lima tahun kedepannya. sehingga, masyarakat
merasa kurangnya kedekatan dengan calon pasangan yan akan mereka
pilih dan akan memimpin mereka selama satu periode. Hal ini tergambar
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dari hasil wawancara yang dilakukan pada desa bontomasila kecamatan
Gantarang :
“sebenarnya pada pemilihan 2010 sebelumnya saya memilih
tapi melihat perkembangan yang terjadi tidak merata yang
diperhatikan hanya daerah dari basis suara bupati dan tidak ada
perubahan yang berarti. Buktinya saja waktu kampanye mereka
janji akan perbaiki jalan disini tapi sampai sekarang belum
dikerja. Itu yang membuat saya malas pergi memilih karna kita
hanya diberikan janji-janji tanpa ada buktinya.” (wawancara, 30
september 2016)
Kinerja dari pemerintah sendiri mepengaruhi tingkat partisipasi
pemili h itu sendiri. Hal ini sangat berpengaruh terhadap faktor pisikologis
masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Kacung Marijan (2006: 122)
mengenai ada beberapa faktor seseorang tidak datang memilih salah
satunya adalah turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah dikarenakan menurunnya performance dari pemerintah itu
sendiri. Pada tahap ini golput yang tegolong dalam jenis golput politis
dalam penggolongan yang diberikan oleh Indra J Piliang. Hal ini sangat
sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan. dalam hasil
wawancara terlihat keengganan dalam diri informan untuk ikut
berpartisipasi pada pemilu, hal ini dipengaruhi oleh buruknya kinerja yang
diberikan pemerintah.
5.2.6. Faktor Psikologis
Faktor pisikologis sendiri pada dasarnya dikelompokkan dalam dua
kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang.
Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama
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melihat bahwa perilaku nonvoting disebabkan oleh kepribadian yang tidak
toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir,
kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya.
Penjelasan kedua lebih menitikberatkan faktor orientasi kepribadian.
Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku nonvoting disebabkan oleh
orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukan
karakteristik apatis, anomi ,dan alienasi.
Apati politik muncul salah satunya karena individu menganggap
aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek
kehidupannya sehingga mereka lebih memilih untuk tidak ikut
berpartisipasi dalam pemilihan demikian pula hasil yang di temukan pada
saat wawancara terhadap salah seorang warga desa Bontomacinna
kecamatan Gantarang sebagai berikut:
“sejujurnya saya tidak memilih pada pemilihan bupati yang
kemarin karena ada beberapa anggota tim sukses calon
kebetulan keluarga semuaji itu yang datang ke rumah untuk
minta dukungan kepada saya. Pada saat hari pemilihan saya
tidak pergimi, karena daripada di anggap berat sebelah atau
memihak,lebih baik saya tidak memilih.”(24 september 2016)
Morris Rosenberg berpendapat salah satu faktor yang mendorong
munculnya golput bahwa aktifitas politik yang dilakukan merupakan
ancaman dan dapat berdampak negative terhadap kehidupannya. Hal
tersebut terlihat dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa
juga terdapat alasan ketakutan masyarakat menjadi golput. Mereka tidak
pergi memilih karena adanya kekhawatiran bila hubungan sosial
65
dilingkungan menjadi kacau. Dalam hal ini, mereka sebenarnya tidak
berniat untuk menarik diri dari proses pemilu, namun karena situasi yang
membuat mereka tidak pergi memilih
5.2.7. Adanya Anggapan Bahwa Pemilu Tidak Membawa Perubahan
Masyarakat yang rasional cenderung berhati-hati dalam
menentukan mereka ikut atau tidak dalam pemilu, seperti halnya dengan
wawancara saya langsung dengan salah satu warga kelurahan jalanjang
kecamatan Gantarang sebagai berikut:
“saya tidak pergi memilih karena saya merasa bahwa siapapun
yang menjadi bupati nantinya tidak akan terlalu mempengaruhi
pekerjaan saya. Kebetulan saya bekerja di salah satu
perusahaan swasta disini. Saya melihat ajang pilkada ini hanya
sebagai acara 5 tahunan saja tanpa membawa perubahan bagi
masyarakat khusunya saya pribadi. Para calon hanya
membawa janji-janji kemudian setelah menjadi bupati dan
dengan mudah dilupakan. (wawancara, 2 oktober 2016)
Novel Ali dalam buku “Political Explore” menyebutkan bahwa golput
muncul bukan karena alasan ekonomi saja, namun juga karena adanya
kemampuan analisis politik tersendiri. Golput demikian menurut Novel ali
digolongkan golput pilihan. Dari wawancara diatas ditemukan bahwa
mereka menganggap bahwa pemilu sebagai tidak akan membawa
dampak bagi pekerjaannya dan dianggap hanya sebagai perayaan 5
tahunan saja. Pertimbangan dan pemikiran masyarakat terhadap pilihan
yang akan di berikan memiliki kriteria tertentu menurut masing-masing
pemilih ada pula pemilih yang sudah enggan lagi untuk ikut berpartisipasi
karena menganggap kebijakan kebijaka pemerintah nantinya tidak akan
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mempengaruhi pekerjaannya. Kemudian timbulnya persepsi negatif
masyarakat terhadap aktor-aktor membuat mereka menjadi golput.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah di himpun masyarakat
pada Kecamatan Gantarang cenderung lebih berhati-hati dalam
menentukan pilihannya mereka lebih menelaah seacara dalam yang mana
calon-calon yang akan mewakili masyarakat serta visi-misi dari calon. Hal
ini tergambarkan dari hasil wawancara yang dilakukan di Kelurahan
Jalanjang Kecamatan Gantarang:
“saya tidak pergi memilih karena saya tidak mengenal secara
mendalam calon yang maju, soalnya daerah sini tidak ada yang
masuk kampanye. Kemudian bupati-bupati sebelumnya tidak
ditau arah visi-misinya kemana. Mendingan saya fokus dengan
kerjaan saya di bidang penyuluhan” (wawancara, 25 september
2016)
Ketidakhadiran pemilih dalam pemilihan bukan serta merta karena
kesibukan namun juga karena adanya pertimbangan-pertimbangan dari
masyarakat sendiri. Hal tersebut tercermin dari wawancara diatas bahwa
informan diatas memiliki analsis tersendiri mengapa ia tidak memilih. Ia
lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dikarenakan pemikiran mereka
terhadap calon akan lebih mendalam. Beberapa pemilih yang tidak
memilih sudah mimiliki standarisasai tersendiri untuk calon yang
diinginkannya ataupun beberapa kriteria visi dan misi yang kira-kira dapat
menguntungkan masyarakat sekitarnya terlebih lagi terhadap dirinya
sendiri. Dalam hal ini ada juga masyarakat yang mengkalkulasi untung
dan ruginya mereka jika terlibat dalam pemilu yang diselenggarakan. Hal
ini tergambarkan dari penjelasan Muhammad Asfar (Efriza; 2012: 549)
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dalam tulisannya Presiden Golput, bahwa ketidakhadiran ke bilik suara
disebabkan ada urusan yang lebih penting ,urusan lebih penting ini harus
dipahami dalam konteks tidak adanya nilai lebih. Bagi seorang golput, jika
kehadiran mereka tidak membawa perubahan apa-apa, lebih baik
melakukan urusan yang lebih penting.
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BAB IV
PENUTUP
Pada Bab ini akan dipaparkan beberapa kesimpulan yang dapat
ditarik dari hasil penelitian hingga hasil analisis yang didapatkan oleh
penulis. Menjelaskan secara singkat mengenai garis besar faktor-faktor
yang menyebabkan masyarakat menjadi golput. Serta memberikan sedikit
saran kepada beberapa pihak guna mengantisipasi dan menindak lanjuti
masalah golput yang terjadi di Kabupaten Bulukumba khususnya di
Kecamatan Gantarang
6.1. Kesimpulan
Hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Gantarang
Kabupaten Bulukumba, mengenai tingginya angka golput pada pemilihan
kepala daerah Kabupaten Bulukumba, penulis dapat menarik dua
kesimpulan sebagai berikut:
6.1.1. Terdapat dua bentuk golput yang ada di Kabupaten Bulukumba
khususnya kecamatan Gantarang yakni golput politis, dimana
masyarakat jenis golput ini lebih kepada kurangnya referensi
kandidat yang sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan
sehingga menyebabkan mereka tidak memilih. Yang terakhir golput
pragmatis dimana golput jenis ini mengkalkulasikan untung serta
ruginya dia terlibat dalam pemilihan umum dan adanya asumsi
masyarakat  yang terbangun bahwa suara mereka tidak terlalu
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berpengaruh terhadap hasil pemilu. Adapun bentuk golput yang
yang dominan di kecamatan Gantarang yakni golput pragmatis
karean golput ini merupakan bentuk golput dengan alasan
terbanyak saat melakukan wawancara dengan informan.
6.1.2. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya golput pada pilkada
kabupaten Bulukumba tahun 2015 ada tiga yakni faktor kejenuhan,
faktor kecewa terhadap aktor, faktor money politik, faktor
pendidikan, faktor kurangnya kepercayaan masyarakat, faktor
psikologis dan adanya anggapan bahwa pemilu tidak membawa
perubahan
6.2. Saran
Fenomena golput yang saya teliti memiliki tempat tersendiri dalam
perpolitikan di indonesia. Seringkali pasangan yang memenangkan
pemilih apabila di bandingkan dengan angka golput yang terjadi akan
kalah telak dalam pemilihan tersebut. Adapun beberapa saran yang
penulis inigin berikan berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan
yaitu :
6.2.1. Untuk permasahan golput yang muncul pada pilkada kabupaten
Bulukumba tahun 2015, dibutuhkan peran dan sinergitas yang
maksimal dari beberapa pihak yang berkaitan dengan pilkada
diantaranya KPU, pemerintah kabupaten Bulukumba serta
tokoh-tokoh masyarakat untuk terus melakukan sosialisasi-
sosialisasi yang komprehensif guna meyakinkan kembali
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masyarakat bahwa pemilu/pilkada merupakan sarana yang
sudah sangat efektif dalam memilih pemimpinnya dan sangat
mempengaruhi kehidupan masyarakat kedepannya
6.2.2. Untuk menanggulangi masalah golput, hendaknya lembaga
penyelenggara pemiliu yang berwnang lebih gencar dalam
mensosialisasikan pemilu yang akan berlangsung bukan hanya
ketika menjelang hari pemilihan, namun melakukan pendidikan
politik yang berbasis pada masyarakat awam. Kemudian tidak di
pungkiri bahwa angka golput yang berasal dari kalangan
menengah keatas butuh di berikan perhatian lebih.
Untuk menanggulangi golput, lebih baik apabila partai politik
yang mengikuti proses pemilihan umum memperbaiki para
kader partai politik agar masyarakat kembali mempercayai
partai politik serta aktor yang ada didalamnya. Kemudian lebih
gencar mengadakan sosialisasi kepada pemilih dan tidak lupa
untuk memberikan pendidikan politik. Untuk aktor-aktor yang
sedang dalam pemerintahan
Ketiga, untuk menanggulangi golput pada faktor rasional
hendaknya jika masyarakat memutuskan untuk lebih partisipatif
pada pemilihan umum. Karena dengan tidak memilih sama
sekali masyarakat juga turut andil dalam kemajuan masyarakat.
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